BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa

diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Kebiri Kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan suatu tindakan

Kebiri kimia merupakan suatu tindakan karena sanksi kebiri kimia bukan
merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada
seorang pelaku dari suatu tindak pidana, walaupun kebiri kimia memberikan
dampak negatif tetapi sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk memberikan
penderitaan itu karena fokusnya adalah untuk pengobatan pelaku. Lebih lanjut,
kebiri kimia tidak terdapat dalam jenis pidana pokok maupun pidana tambahan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebiri kimia juga bukan merupakan
rehabilitasi karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81A Ayat
(3) tertera bahwa kebiri kimia dipisahkan dari kata rehabilitasi, yang mana
seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku dan jika
kebiri kimia dimaksudkan untuk merehabilitasi seharusnya tidak ada pemisahan
tersebut. Kebiri kimia tidak dapat digolongkan sebagai rehabilitasi menurut Pasal
1 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tidak memenuhi

unsur-unsur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Lembaga yang akan melaksanakan Kebiri Kimia ditinjau dari Kode Etik
Kedokteran

Berdasarkan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1
Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia
menolak menjadi eksekutor kebiri kimia karena melanggar Sumpah Dokter dan
Kode Etik Kedokteran. Dokter kepolisian dan dokter tentara juga melakukan
penolakan untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dan menyatakan akan tetap

terikat pada Kode Etik Kedokteran. Bidan dan perawat tidak dapat menggantikan
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5.2.

dokter untuk menyuntikkan kebiri kimia karena dalam tugas dan wewenangnya
suatu pelimpahan wewenang yang diterima harus mendapatkan persetujuan dari
dokter, dalam hal ini sulit karena dokter sendiri menolak terlibat dalam kebiri
kimia. Juga dalam prakteknya bidan tidak berurusan dengan laki-laki. Tetapi
berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak dikenal dalam hierarki
peraturan perundang-undangan Indonesia dan Kode Etik Kedokteran adalah
peraturan internal dalam kedokteran Sebagai peraturan yang hanya berlaku bagi
internal dokter maka tidak bisa mengalahkan perintah Undang-Undang. Lembaga
yang dapat menjadi eksekutor kebiri kimia lebih ideal bila dilakukan oleh tenaga

medis yaitu dokter yang memang memiliki penguasaan di bidang itu.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang
ditujukan bagi pelaksanaan pemberian tindakan kebiri kimia serta rehabilitasi,

yaitu sebagai berikut :

1. Sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan
tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi yang tertera dalam Pasal 81A Ayat (4)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 belum
ada, maka pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah agar
pelaksanaan hukuman kebiri kimia lebih jelas serta penunjukkan secara tegas
lembaga yang menjadi eksekutor kebiri kimia.

2. Perlu diperjelas kembali mengenai rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 81A
Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
3. Setelah menjalankan kebiri kimia dan agar tercapai manfaat keberhasilan
rehabilitasi, negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya
melalui terapi psikologi dan pendidikan seks serta pendampingan mental untuk
merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah

masyarakat.
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